
I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

Anggaran 2024; 

tentang Rancangan Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Bclanja Dacrah Tahun 

Pelaksanaan An.ggaran Pendapatan dan BeJanja Daerah Tahun Anggaran 2024, pc.rlu menetapkan Peraturan Bupat:i 

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 12 Pemturan Daerah Nomor Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban 

BUPATI KOLAKA UTARA, 

DE:NGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

TENTANG 
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2024 

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA 
NOMOR \? TAHUN 2025 

BUPATI KOLAKA UTARA 
PROVINS! SULAWESI TENGGARA 

Mengingat 

Menimbang 



2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tcntang Pcmbcntukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan 

Kabupaten Kolaka Utara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 

3. Undang-Undang Nomor J tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan Lembarsn Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahuo 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pcmbangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambaban Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 

4421); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20 lJ ten tang Pernbentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lcmbaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan l.embarao Negara Republik Indonesia Nomor 

5234), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2022 

tentang Perubahan Kedua Atas Undaog-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pernbentukan Peraruran 

Perundang- Undangan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor l43, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 
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7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambah.an Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587) Scbagaimana telab 

beberapakali diubah terakhir dcngan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan 

Pemerintah Pcngganti Undang - Undang nornor 2 tahun 2022 ten tang Cipta Kerja menjadi Undang · Undang 

[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 l, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

8. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Kcuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4,Tambaban Lembaga Negara 

Republik Indonesia Nomor 6757); 

9. Peraturan Pemerintah Rcpublik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 r.entang Kedudukan Keuangao Kepala 

Dacrah dan Wakil Kepala Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 

Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

10. Peraturan Pernerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum jLembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 

sebagaimana telab diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 

Peraturao Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5340); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pcmcrintah 

[Lernbaran Negara RepubUk Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia 

Nomor 4614); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan [Lembaran Negara 

Rcpublik Indonesia Tahun 20 LO Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20\ 7 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6041); 

.14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Kcuangan dan Administrauf Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Dae rah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 

Lombaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) Sebagaimana telah diubah dcngan Peraturan Pemerintab 

Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pcrubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwa.kilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pcngclolaaa Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 20 l9 Nornor 42, Tambaban Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 6322); 

16. Peraturan Pcmcriatah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor I 00, Tam bah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 
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17. Peraturan Pemerint.ah Nomor I Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional [Lernbaran Negara 

Republik Indonesla Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909); 

18. Peraturan Mcnteri Dalam Ncgcri Nomor 19 Tabun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) Sebagaimana relah di Ubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Pcraturan Mcntcri Dalam Negeri Nomor 19 

Tahun 2016 ten tang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2024 Nomor 350); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l l Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasl Rancangan Pcraturan 

Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelakeanaan Anggaran Pendapatan dan BeJanja Daerah dan Rancangan 

Pcraturan Kepala Daerah tcntang Pcnjabaran Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Dae rah [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 I 7 Nomor 450); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penyediaan, pcncairan, dan 

pertanggungjewaban Juran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kernatian yang berasal dari Aoggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 996); 

2 L. Peraturan Menleri Dalarn Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedcrnan 'reknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

[Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Petaksanaan Pembulruan 

lnventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Negara (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor I 076); 
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?.3. Peraturan oaeran Kabupaten Kolaka Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Dacrah Tahuo Anggaran 2024 (C.embaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2023 Nomor 9); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2024 tenta.ng Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tabun Anggaran 2024 [Lembaran Daerah Kabupaten Kotaka Otara Tahun 2024 Nomor 3); 

25. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 34 Tahun 2023 tentang Pcnjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2023 Nomor 34); 

26. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 20 Tabun 2024 temang Penjabaran Perubahaa Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tabun Anggaran 2024 (Berita Dae rah Ka bu paten Kolaka Utara Tahun 2024 Nomor 20); 
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Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

I. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara. 

2. Kepala Daerah adalah Bupati Kolaka Utara. 

3. Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah kabupaten 

Kolaka Utara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dacrah. 

4. Keuangan Daerah adalah semua hak clan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan petnerintahan daerah yang 

dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban 

daerah tersebut. 

5. Pengelolaan Kcuangan Dae rah adala.h k.eseluru.ha n kegiatan yang rneliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATI KOl-AKA UTARA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANCCARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANCGARAN 2024 
Menetapkan 
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6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerab, selanjutnya diaingkat APBD adalah rencana keuangan tabunan pcmcrintahan 

daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleb pemerintab daerah dan OPRD, da.n ditetapkan dengan peraturan daerah 

yang melipuli perda APBD dan perda perubahan APBD. 

7. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae rah yang selanjutnya discbut pcnjabaran APBD meliputi penjabaran 

APBD dan penjabaran perubaban APBD yang dnetapken dengan peraturan kepala daerab. 

8. Peraturan Daerab yang selanjutnya disebut Perda atau na.ma lain adalah Peraturan Oaerab kabupaten kolaka utara 

tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

9. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Pcrkada adala.b peraturan bupati kolaka utara tentang Penjabaran 

Perta.nggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah 

LO. Laporan Kcuangan Pemer!ntah Daerah adalah bentuk pertanggungjawaban pengclolaan keuangan daerah selaku entitas 

pclaporan selama suatu periode pelaporan 

11. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat I..RA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi 

pendapatan-LRA, belanja, transfer, surpltts/defisit·LRA, pembiayaan. dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang 

masmg-masing diperba.ndingkan dengan anggarannya dalam satu periode, 

12. Laporan Perubahan Saldo Anggaran l..ebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalab laporan yang menyajikan informasi 

kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri SAL awal, SiLPA/ SiKPA, koreksi dan SAL. akhir 

13. Neraca adalah laporan yang menyajikaa Informasi posisi keuangan suatu ent:itas pelaporan mengenai aset, utang dan 

ekuitas dana pada tanggal tertentu. 
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14. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan infonnasi mengenai seluruh 

kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermia dalam pendapata.n-LO, beban dan surp)us/defisit 

operaaional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumya. 

15. Laporan Arus Kas yang selaniutnya disingkat LAK adalab laporan yang menyajikan informasi meogeoai sumber, 

pcnggunaan, pcrubahan kas dan setara kas selama satu periode okuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal 

pelaporan, 

16. Laporan l'erubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah Japoran yang menyajikan informasi mengenai sumber 

perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/dcfisit-LO, koreksi dan ekuitas a.khir 

17. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporao yang rnenyajikan infonnasi tentang 

penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, 1.PE:, Neraca dan 

LAK dalam rangka pcngungkapan yang memadai. 

l8. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK adalah laporan pcmcriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk tahun 

pelaporan. 

••• 



Rp. 365.902.548.590,00 

Rp. 324.017.120.352,95 

Rp. 0,00 

Rp. 43.923.980.103,00 

Rp. 582.188.070,00 

fu!, z;i~.~2:i,!lil:Z, I L~,2:i 

Rp 72.872.875.785,74 

Rp J.059.611.804.721,00 

Rp 10.101.701.784,00 

Ep 1.142.586.382 290,74 

a. Realisasi Pendapatan Asli Daerah 

b. Realisasi Pendapatan Transfer 

c. Rcalisasi Lain-lain Pcndepatan Daerah yang Sal> 

Jumlah RcaUsasi Pendapatan 

2. Belanja 

a. Belanja Operasl 

1) Realisasi Belanja Pegawai 

2) Realtsast Belanja Barang dan Jasa 

3) Realisasi Belanja Bunga 

4) Realisasl Belanja Hibah 

5) Realisasi Belanja Bantuan Sosial 

Jumlah Reallsast Be1.a_nja Operasi 

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 terdiri alas : 

!. Pendapalan 

BABH 

RINGKASAN LAPORAN REALISASI 

ANCGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAER/IH 

Pasal 2 
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Rp,,.. _.,~3e(Mi,g;!:ls\.61e,S,1,3!1i81e,3l.!7.,i5:.,.7.;t9 

Rp. 1.188.653.215,00 

Rp. 183.038. 761. 900,00 

Rp. 184.227.415.115,00 

Rp I.102,889,843,914,9~ 

1.182.034.424,00 

I .182.034.424,00 

Rp. 

Rp. 

Rp. 257.005.040,00 

Rp 41.419.153.250,00 

Rp 69.480.7 [8.400,00 

Rp 65. 139.816.990,00 

Rp 3.755.336.580,00 

Rp 3.002.527.000,00 

EQ1 l !l;!,Q~f .;;!~';'.. 2!i0,QQ 
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b. Belanja Modal 

1) Realisasi Belanja Modal Tanah 

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan 

4) Belanja Modal .Jalen, Janngen, dan lrigasi 

5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 

6) Belanja Modal Aset Lainnya 

Jumlah Rcalisasi Bclanja Modal 

c. Belanja Tidak Terduga 

l) Realisaei Belanja TidakTerduga 

JumJah Reahsas) Belanja Tidak Terduga 

d. Belanja Transfer 

1) Realisasi Belanja Bagi Hasil 

2) Realisasi Belanja Bantuan Keuangan 

.Jumlah Realisasi Bela.nja Transfer 

Jumlah Realisasi Beianja Daerah 

Surplus/ (De[Lsit) 



Pasal 6 
La.mpiran sebagaimana dirnaksud daJam Pasal 3 dan Pasal 5 merupakan bagian yang tidak tcrpisahkan dari Pcraturan 
Bupati ini. 

Pasal 5 
Pcnjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendaptan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2024 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 tercantum dalarn lampiran II Peraturan Bupati lnL 

Pasal 4 
Rincian Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2024 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran. 

PasaJ 3 
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah Kabupaten Kolaka Utara Tabun Anggaran 2024 
sebagaimana climaksud dalam pasal 2 tcrcantum dalam lampiran I pcraturan Bupati ini. 

Sisa Lebih Pembiayaan Artggaran Ta/tun Berkenaan. (S/LPA)"'R,.p,__"'5"',1"'..9."'°86,..,,.2.,8.,9.,.2.,4 .. 0,.,4.,,.9 

b. Realisasi Pengeluaran Pernbiayaan 

a. Rcalisasi Penerimaan Pembiayaan 14.900.750.864,70 

611.000.000,00 

l 4,,l.l}2,2§0.864 ,70 

Rp 

Rp 

.Rp Jumlah Rea.lisasi Pembiayaan Netto 

3. Pembiayaan 

. ll. 



SERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2025 NOMOR 1/ 

MADIDRUS 

Diundangkan di Lasusua 
Pada tanggal 1.3 ol<.tol><r 2025 
Pj. SEKRETARIS DAERAH K.ABUPATEN KOLAKA UTARA 

Ditetapkan di Lasusua 
Pada tanggal '<. 3 ol<-1-o\..r 2025 

BUPATI KOLAKA UTARA 

,0V 
NUR RAHM.AN UM.AR 

Peraturan Bupati ini mulal bertaku pada tangga) diundangkan. 
Agar setiap orang mengerahuinya, memerint.ahkan pcngundangan Peraruran Bupati ini dcngan pcnempatannya dalam 
Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara. 

B!IB Ill 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 


